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ABSTRAK: Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut yang besar sekaligus
menghadapi tantangan dalam tata kelola wilayah pesisir. Realitas pembangunan kelautan
seringkali mengedepankan aspek ekonomi dan teknokratis, sehingga nilai moral, keadilan
ekologis, dan tanggung jawab etis kerap terabaikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dimensi
aksiologis dalam hukum dan kebijakan kelautan Indonesia dengan menyoroti nilai moral,
keadilan ekologis, dan tanggung jawab etis sebagai dasar filosofis tata kelola wilayah pesisir.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui
analisis terhadap regulasi kelautan nasional, literatur hukum, serta teori aksiologi dan etika
lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis
dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan
kelautan Indonesia masih didominasi oleh pendekatan antroposentris, yang menempatkan laut
semata sebagai sumberdaya ekonomi, bukan entitas ekologis yang memiliki nilai intrinsik.
Kajian ini menegaskan bahwa paradigma hukum kelautan perlu diarahkan pada pendekatan
aksiologis yang mengintegrasikan nilai moral (keadilan dan tanggung jawab), nilai sosial
(partisipasi masyarakat pesisir), dan nilai ekologis (kelestarian dan keseimbangan alam laut).
Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar etis bagi pembentukan hukum dan kebijakan kelautan
yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pembangunan
dan tata kelola wilayah pesisir yang berlandaskan aksiologi hukum tidak hanya mencerminkan
efektivitas regulatif, tetapi juga menjadi manifestasi moralitas publik yang menjunjung
keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, paradigma hukum kelautan Indonesia perlu
bertransformasi dari pendekatan ekonomistik menuju pendekatan etik-ekologis agar kebijakan
yang dihasilkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis secara
berkelanjutan.

Kata Kunci: Aksiologi hukum, kebijakan kelautan, keadilan ekologis, etika lingkungan, tata
kelola pesisir

ABSTRACT: Indonesia, as a maritime nation, possesses significant marine wealth while
facing challenges in coastal zone governance. Maritime development often prioritizes
economic and technocratic aspects, resulting in moral values, ecological justice, and ethical
responsibility being frequently overlooked. This study aims to examine the axiological
dimensions in Indonesian maritime law and policy by highlighting moral values, ecological
justice, and ethical responsibility as the philosophical basis for coastal zone management. This
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study employs a qualitative method with a normative-philosophical approach, analysing
national maritime regulations, legal literature, and theories of axiology and environmental
ethics. Data collection was conducted through literature review and analysis of relevant legal
documents. The results indicate that Indonesian maritime law and policy are still dominated
by an anthropocentric approach, treating the sea solely as an economic resource rather than as
an ecological entity with intrinsic value. The study emphasizes that the maritime law paradigm
needs to adopt an axiological approach integrating moral values (justice and responsibility),
social values (coastal community participation), and ecological values (preservation and
balance of the marine environment). These three dimensions form the ethical foundation for
fair and sustainable maritime laws and policies. The conclusion highlights that coastal area
development and governance based on legal axiology not only reflect regulatory effectiveness
but also manifest public morality that upholds the sustainability of marine ecosystems.
Consequently, Indonesia’s maritime law paradigm must transform from an economistic
approach to an ethical-ecological approach to achieve social justice and ecological balance
sustainably.

Keywords: Legal axiology, maritime policy, ecological justice, environmental ethics, coastal

governance
PENDAHULUAN kebijakan kelautan masih menonjolkan efisiensi,

Kekayaan laut Indonesia merupakan investasi, dan produktivitas, sementara nilai
anugerah  sekaligus tantangan peradaban kemanusiaan  dan  kelestarian  ekologis

(Iswardhana, 2023). Wilayah pesisir dan perairan
Indonesia tidak hanya menyimpan potensi
ekonomi yang besar, tetapi juga menjadi arena
tarik-menarik antara kepentingan ekologis,
sosial, dan politik. Hasil analisa menunjukan
produksi perikanan pada 34 provinsi di Indonesia
menunjukan tren peningkatan yang siginifikan di
tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar
1,47% dan 3,19%. Sedangkan, hingga tahun
2023 volume produksi perikanan meningkat
4,4%  dibandingkan  dengan  tahun-tahun
sebelumnya (Haris, 2025). Namun, di balik
jargon keberlanjutan, kebijakan kelautan masih
menunjukkan dominasi rasionalitas ekonomi
yang mengabaikan dimensi nilai dan moralitas
publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa
tata kelola wilayah pesisir belum sepenuhnya
berlandaskan pada prinsip etika dan keadilan
ekologis, yang mencakup tanggung jawab moral
terhadap ekosistem, pengakuan nilai intrinsik
alam, serta perlindungan terhadap keberlanjutan
generasi mendatang. Prinsip etika ini sejalan
dengan  gagasan Hans Jonas tentang
"responsibility ethics", dan keadilan ekologis
menurut Schlosberg yang menekankan distribusi
manfaat ekologis secara adil serta pengakuan
terhadap hak entitas non-manusia. Berbagai

ditempatkan sebagai aspek sekunder (Sutardjo,
2014). Fenomena ini menegaskan adanya krisis
nilai dalam arah pembangunan kelautan
Indonesia, yang memerlukan telaah aksiologis
untuk memahami dasar normatif dan moral
kebijakan tersebut.

Ketidakseimbangan = antara  orientasi
ekonomi dan tanggung jawab moral menjelma
menjadi permasalahan multidimensi. Peraturan
yang bertujuan menjaga keberlanjutan sering kali
berbenturan dengan praktik pembangunan pesisir
yang eksploitatif (Mujio et al., 2016). Berbagai
penelitian, menunjukkan bahwa degradasi
ekosistem laut Indonesia sebagian besar
disebabkan oleh lemahnya tata kelola
kelembagaan dan rendahnya kesadaran etis
dalam kebijakan publik (Hadiyati & Cindo,
2021). Fakta ini mengindikasikan perlunya
pendekatan filosofis untuk menafsir ulang makna
pembangunan kelautan secara lebih substantif.

Berdasarkan perspektif filsafat nilai,
kebijakan publik bukan hanya instrumen
administratif, melainkan perwujudan nilai moral
dan tujuan kemanusiaan (Hiplunudin, 2022).
Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mengkaji
hakikat nilai memberikan kerangka konseptual
untuk  menilai apakah kebijakan telah
berorientasi pada kebaikan bersama (bonum
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commune) atau semata-mata pada kepentingan
pragmatis (Putri et al., 2024). Dalam konteks
kelautan, aksiologi membantu menelusuri
landasan etis dari konsep pembangunan
berkelanjutan. Kajian filsafat terhadap hukum
dan kebijakan kelautan menjadi relevan karena
hukum bukan hanya sistem norma, tetapi juga
refleksi nilai yang hidup dalam masyarakat.
Pandangan Gustav Radbruch yang memuat nilai
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Laritmas
& Rosidi, 2024). memberikan tolok ukur bahwa
kebijakan kelautan yang terlalu menonjolkan
kemanfaatan ekonomi berpotensi mengabaikan
keadilan ekologis sebagai nilai fundamental.

Masalah utama dalam kajian ini adalah
ketidaksepadanan antara nilai yang diamanatkan
dalam norma hukum kelautan dan praktik
implementasi kebijakan pesisir. Ketimpangan
tersebut menimbulkan  paradoks:  hukum
berfungsi lebih sebagai alat legitimasi
pembangunan daripada penjaga nilai moral dan
ekologis. Kondisi ini menyebabkan tata kelola
pesisir bersifat instruktif, teknokratis, dan jauh
dari ideal moral yang berorientasi pada
keberlanjutan hidup manusia dan alam. Telaah
ini diarahkan untuk menyingkap dasar nilai dan
prinsip moral yang seharusnya menjadi fondasi
dalam pembangunan dan tata kelola wilayah
pesisir Indonesia. Dengan demikian, kebijakan
yang dihasilkan tidak hanya efektif secara
ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara etis dan
ekologis. Penelaahan semacam ini bersifat
normatif sekaligus filosofis untuk memberikan
arah etik bagi penyusunan kebijakan yang peka
terhadap nilai kemanusiaan.

Dalam konteks akademik, penelitian
terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis
atau hukum positif tata kelola pesisir, seperti
zonasi laut dan kebijakan konservasi. Namun,
sedikit yang menelaah fondasi nilai dari
kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis
filsafat hukum menjadi relevan untuk
mengungkap makna normatif dari pembangunan
kelautan, termasuk sejauh mana kebijakan
selaras dengan prinsip moralitas publik.

Pendekatan  aksiologis =~ memberikan
kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu
kebijakan kelautan karena menempatkan nilai
sebagai inti analisis. Dalam kerangka ini,

kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan
rasional, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab
moral terhadap ekosistem laut dan masyarakat
pesisir. Hukum dan kebijakan publik menjadi
wahana untuk mewujudkan keadilan ekologis,
bukan hanya instrumen pengaturan pemanfaatan
sumberdaya.

Teori keadilan ekologis dan etika
lingkungan menjadi dua landasan konseptual
yang saling melengkapi dalam kajian ini.
Keadilan ekologis menegaskan bahwa seluruh
entitas hidup memiliki hak moral atas
keseimbangan  ekosistem  (Martadikusuma,
2025). Sedangkan etika lingkungan yang
dikembangkan Arne Naess dan Aldo Leopold
menekankan kewajiban moral manusia untuk
menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan
komunitas biotik (Hudha & Rahardjanto, 2018).
Pandangan Radbruch dan Dworkin menjelaskan
pentingnya integrasi nilai moral dalam
pembentukan dan implementasi hukum kelautan.
Dworkin memandang hukum sebagai interpretasi
moral dari praktik sosial, sehingga kebijakan
kelautan idealnya mencerminkan nilai keadilan
dan tanggung jawab ekologis (Aprita & Adhitya,
2020). Filsafat hukum dalam konteks ini
berfungsi sebagai alat refleksi untuk memastikan
bahwa kebijakan tidak hanya legal, tetapi juga
bermoral.

Penelitian ini diharapkan memperluas
pemahaman mengenai hubungan antara nilai,
hukum, dan kebijakan kelautan. Refleksi
aksiologis dapat menjadi pijakan moral bagi
pembangunan pesisir yang berkeadilan dan
berkelanjutan. Secara praktis, kajian ini relevan
sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat
kebijakan untuk merumuskan regulasi yang
sensitif terhadap dimensi nilai dan keberlanjutan.
Selain memberikan kontribusi teoretis, kajian ini
menjadi kritik terhadap paradigma pembangunan
yang terlalu instrumental dan ekonomistik.
Dengan menghadirkan filsafat sebagai ruang
refleksi, penelitian ini mendorong kesadaran
bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur
dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
kemampuan menjaga harmoni antara manusia,
hukum, dan laut sebagai ruang kehidupan
bersama. Dengan menelusuri dasar aksiologis
dari hukum dan kebijakan kelautan, tulisan ini
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menempatkan filsafat sebagai jembatan antara
teori dan praksis, antara hukum positif dan nilai
moral, serta antara kebijakan dan kebijaksanaan.
Dalam horizon filsafat nilai, tata kelola pesisir
yang berkeadilan merupakan wujud nyata dari
etika tanggung jawab manusia terhadap
kehidupan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan sifat penelitian normatif-
filosofis. Pendekatan ini menempatkan hukum
dan kebijakan kelautan sebagai objek refleksi
nilai dan moral, bukan seckadar sistem aturan
positif (Soediono et al., 2024). Analisis
diarahkan untuk memahami dimensi aksiologis
yang melandasi prinsip, norma, dan kebijakan
terkait tata kelola wilayah pesisir Indonesia.
Dengan demikian, penelitian ini berorientasi
pada penemuan makna, bukan pengukuran
empiris, serta mengutamakan interpretasi
konseptual terhadap teks hukum dan kebijakan
publik.

Sumber data yang digunakan bersifat
sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan tentang kelautan
dan pengelolaan wilayah pesisir, serta bahan
hukum sekunder berupa buku-buku filsafat
hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu,
dan dokumen kebijakan nasional terkait
pembangunan kelautan. Sumber data tersebut
menjadi dasar untuk menelusuri bagaimana nilai-
nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan
direfleksikan atau diabaikan dalam kerangka
hukum dan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi kepustakaan (library research),
dengan menelaah teks hukum, dokumen
kebijakan berupa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K), Rencana Induk Pembangunan
Kelautan (RIPK), serta dokumen resmi
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
relevan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan
karya ilmiah seperti artikel akademik, laporan
penelitian, dan buku-buku terkait (Ramadhan &
Winarno, 2020). Instrumen utama dalam
penelitian ini adalah peneliti sebagai subjek

reflektif yang menggunakan nalar filsafat untuk
menafsir dan mengkritisi struktur nilai dalam
hukum dan kebijakan. Prosedur pengumpulan
data dilakukan secara sistematis melalui
identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi sumber-
sumber yang Dberkaitan dengan dimensi
aksiologis hukum kelautan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-
analitis dan reflektif-filosofis. Tahap pertama
adalah analisis normatif terhadap substansi
hukum dan kebijakan kelautan. Tahap kedua
adalah refleksi aksiologis, yaitu menilai
kesesuaian antara prinsip keadilan ekologis dan
praktik kebijakan yang berlaku. Tahap akhir
berupa sintesis filosofis yang menghasilkan
pemahaman baru mengenai nilai moral yang
seharusnya menjadi dasar dalam perencanaan
dan tata kelola wilayah pesisir di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Aksiologis dalam Hukum dan Kebijakan
Kelautan Indonesia

Hukum kelautan Indonesia secara normatif
dibangun atas prinsip kesejahteraan dan
keberlanjutan (Silalahi, 2023). Namun dalam
praktiknya, arah kebijakan kerap terdorong oleh
kepentingan ekonomi jangka pendek yang
mengesampingkan nilai moral dan ekologis.
Beberapa hasil penelitan membuktikan telah
terjadi kerusakan terumbu karang di perairan
Indonesia hingga tahun 2018. Kerusakan
terumbu karang mencapai 36,18% dari total 1067
titik (Sagala et al., 2024). Penurunan stok ikan
demersal 15-25% pada beberapa WPP (Ramli et
al., 2025) mengonfirmasi bahwa orientasi
eksploitasi telah berdampak langsung pada
stabilitas sosial-ekonomi nelayan kecil. Dengan
demikian, pendekatan aksiologis diperlukan
untuk menilai apakah arah kebijakan benar-benar
mengarahkan tindakan publik menuju kebaikan
bersama.

Dalam perspektif filsafat nilai, hukum
kelautan seharusnya memediasi ketegangan
antara kepentingan eksploitasi dan tanggung
jawab ekologis. Prioritas pada efisiensi ekonomi,
termasuk pembangunan industri pesisir, terbukti
mempercepat penyusutan ekosistem pesisir
penting yaitu mangrove, lamun dan terumbu
karang. Dampaknya bukan hanya hilangnya
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habitat, tetapi juga penurunan kapasitas serapan
karbon, yang memperburuk  kerentanan
masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim.
Ekosistem pesisir bervegetasi adalah penyerap
gas rumah kaca yang signifikan yang menyimpan
sebanyak 8,3-23,1 Pg karbon organik dalam
biomassa dan subsoil (Krause et al., 2025).
Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum
kehilangan  fungsi etiknya ketika gagal
menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar
pertimbangan normatif. Penelitian sebelumnya
oleh (Shafira & Anwar, 2021) mengungkap
bahwa kebijakan pengelolaan pesisir Indonesia
masih  cenderung  teknokratis  sehingga
mengabaikan nilai ekologis. Reklamasi di
berbagai kota besar, serta kasus reklamasi Teluk
Palu 2023 yang menyebabkan sedimentasi dan
penurunan populasi ikan karang sebesar 18%,
memperlihatkan ~ bagaimana  pembangunan
berbasis kapital justru mengikis kesejahteraan
nelayan hingga 40%. Situasi ini mengindikasikan
krisis nilai dalam tata kelola pesisir yang

semestinya  berpijak  pada  perlindungan
ekosistem dan  keberlanjutan  kehidupan
masyarakat lokal.

Pendekatan  aksiologi  menempatkan

kebijakan kelautan dalam kerangka tanggung
jawab moral negara. Implementasi kebijakan
ekspor benih lobster 2020 yang menurunkan stok
lebih dari 30% memperlihatkan absennya
kesadaran etik dalam pengelolaan komoditas
strategis. Dampaknya sangat nyata, terutama
bagi pembudidaya skala kecil di Lombok yang
kehilangan hingga 45% pendapatan rumah
tangga. Dengan demikian, nilai moral publik
seharusnya  menjadi  dasar  pengambilan
keputusan, bukan sekadar orientasi administrasi
formal. Ketimpangan antara nilai instrumental
dan nilai intrinsik laut merupakan persoalan
mendasar tata kelola kelautan. Eksploitasi
tambang pasir laut di Kepulauan Riau
menunjukkan bahwa degradasi kualitas air
hingga 60—75 NTU telah merusak habitat biota
dasar dan menurunkan populasi kerang yang
menjadi sumber pangan masyarakat. Dari sudut
pandang aksiologi lingkungan, kerusakan
tersebut memperlihatkan kegagalan negara
menjaga martabat ekosistem laut sebagai entitas
bernilai, bukan sekadar objek produksi.

Nilai keadilan distributif menjadi krusial
ketika ruang pesisir mengalami kompetisi
pemanfaatan. Penurunan pendapatan nelayan
tradisional sebesar 20-35% akibat pencemaran
dan perebutan ruang (Sherina et al., 2025)
mencerminkan bias kekuasaan dalam alokasi
manfaat sumberdaya. Contoh nyata terlihat di
pesisir Banten, perluasan industri kimia
menghilangkan 25% wilayah tangkap nelayan
dan memicu peningkatan biaya operasional.
Keadilan distributif dengan demikian merupakan
syarat etis bagi legitimasi kebijakan kelautan
(Peraturan Pemerintah RI, 2017).

Refleksi aksiologis menuntut keterlibatan
publik yang bermakna dalam proses kebijakan.
Keterlibatan yang bersifat prosedural, bukan
substantif, membuat masyarakat hanya menjadi
pelengkap  administratif.  Konflik  seperti
penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta
(Howan, 2024) dan ketegangan di pesisir
Minahasa memperlihatkan bahwa eksklusi
masyarakat dalam pengambilan keputusan
melemahkan legitimasi moral setiap kebijakan
pesisir.  Partisipasi bukan sekadar syarat
demokratis, melainkan basis etik kebijakan
kelautan.

Konflik nilai antara ekonomi biru dan
ekologi hijau kerap muncul dalam praktik
kebijakan kelautan. Walaupun ekonomi biru
menjanjikan percepatan pertumbuhan, data BPS-
KKP 2024 menunjukkan bahwa WPP 713 dan
714 mengalami tekanan tangkap lebih, yang
mengancam keberlanjutan stok ikan pelagis
kecil. Perspektif aksiologi memandang bahwa
efisiensi tidak dapat menjadi legitimasi moral
apabila mengorbankan keberlanjutan ekologi dan
kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Nilai-
nilai dalam kebijakan kelautan Indonesia masih
bersifat pragmatis dan belum terintegrasi dengan

etika lingkungan. Lemahnya pengawasan
terhadap industri budidaya menghasilkan
pencemaran nutrien di  berbagai teluk,

mengurangi diversitas plankton hingga 15%.
Limpasan pakan di Teluk Ekas, Lombok Timur
memicu blooming alga yang mengganggu rantai
makanan sekaligus melemahkan sektor wisata.
Instrumen hukum yang tidak memasukkan
mekanisme tanggung jawab ekologis dengan
demikian kehilangan dimensi moralnya.
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Aksiologi menyediakan kerangka untuk
mengevaluasi tujuan dasar regulasi kelautan.
Penurunan tutupan karang hingga 10% di
kawasan konservasi (Halim et al.,, 2022)
menunjukkan lemahnya internalisasi nilai moral
dalam kebijakan. Ketiadaan peran masyarakat
adat pesisir yang menyimpan pengetahuan
ekologis turun-temurun memperparah lemahnya
fungsi  konservasi,  sehingga  kebijakan
kehilangan pijakan etik yang seharusnya
menopang efektivitasnya.

Secara teoritik, pendekatan aksiologi
selaras dengan etika Kantian yang menekankan
niat moral sebagai dasar tindakan. Ketika
kebijakan ruang laut diambil tanpa refleksi etis,
kerusakan seperti penurunan sarang penyu 20%
di Pesisir Buton menjadi konsekuensi yang tak
terhindarkan. Kasus ini  memperlihatkan
pentingnya etika intensional dalam setiap
tindakan negara atas ruang ekologis.

Nilai moral, sosial, dan ekologis
merupakan tiga pilar aksiologi hukum kelautan
Indonesia. Data BRIN tentang kerusakan padang
lamun yang meningkat 2—5% per tahun (Samadi
et al., 2025) menunjukkan bahwa degradasi
ekosistem langsung menurunkan hasil tangkapan
sumberdaya pesisir serta mengancam ekonomi
rumah tangga nelayan. Integrasi ketiga nilai ini
mutlak diperlukan agar pengelolaan laut tidak
memperburuk  kerentanan  sosial-ekologis
masyarakat lokal.

Kesadaran aksiologis para pelaksana
kebijakan  menjadi  syarat  keberhasilan
implementasi. Meski izin tambang pasir laut sah
secara administratif, abrasi 5—7 meter per tahun
(Susetyorini, 2019) yang memaksa relokasi 40
keluarga di Kepulauan Karimun menunjukkan
bahwa legalitas prosedural tidak identik dengan
etika substantif. Kegagalan mempertimbangkan
nilai  keselamatan warga memperlihatkan
lemahnya orientasi moral dalam praktik
pemerintahan pesisir.

Kapasitas moral aparatur menjadi penentu
efektivitas kebijakan. Pelatihan berbasis etika
lingkungan terbukti meningkatkan kualitas
penilaian ekologis oleh aparatur di beberapa
daerah pesisir Sulawesi. Ketika integritas nilai
tidak menjadi fondasi, kebijakan cenderung
mengulang pola eksploitatif yang merugikan
masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian,

penguatan etika kelembagaan
kebutuhan mendesak.

Reorientasi kebijakan ke arah ekosentris
menuntut perubahan paradigma atas
pemanfaatan ekosistem pesisir. Kerusakan
mangrove yang menyebabkan peningkatan
gelombang  pasang hingga 20-30 cm
menunjukkan bahwa kebijakan yang
mengabaikan nilai intrinsik laut berpotensi
mengancam keselamatan masyarakat. Sebagai
penahan abrasi sekaligus penopang ekonomi
kecil, mangrove memerlukan posisi lebih sentral
dalam desain kebijakan (Halim et al., 2022).

Tata kelola berbasis nilai mensyaratkan
transparansi dan akuntabilitas. Studi empiris
menunjukkan bahwa proyek pesisir dengan
keterbukaan data memiliki tingkat konflik sosial
lebih rendah dan dukungan publik lebih tinggi.

merupakan

Praktik  pengelolaan  pesisir ~ Wakatobi
membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat
secara terbuka meningkatkan efektivitas
konservasi  dan  memperkuat  legitimasi
kebijakan.

Penguatan dimensi aksiologis dalam
hukum kelautan menjadi fondasi etika kebijakan
publik. Tanpa nilai moral, hukum berpotensi
menjadi alat kekuasaan (Ridwan, 2017).
Integrasi nilai ekologi dan keberlanjutan juga
menjadi syarat perlindungan masyarakat pesisir
yang rentan terhadap perubahan lingkungan,
menunjukkan bahwa etika publik merupakan
landasan bagi kebijakan yang berpihak pada
keadilan sosial.

Kebijakan yang tidak mengintegrasikan
nilai sejak tahap perencanaan hingga evaluasi
terbukti gagal menjaga keberlanjutan. Penelitian
yang dilakukan di pantai selatan Jawa oleh
menunjukkan bahwa sekitar 45% nelayan di
daerah  tersebut  mengalami  penurunan
pendapatan yang signifikan dalam lima tahun
terakhir akibat kerusakan terumbu karang dan
perusakan habitat laut lainnya (Sy et al., 2024).
Hal ini mencerminkan hubungan langsung antara
nilai ekologis dan kesejahteraan keluarga pesisir.
Ketahanan pangan turut terancam karena hasil
laut merupakan sumber protein utama
masyarakat pesisir.

Refleksi aksiologi menegaskan bahwa tata
kelola laut yang moral adalah prasyarat
keberlanjutan nasional. Keberhasilan
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pembangunan kelautan tidak diukur dari
peningkatan volume produksi, melainkan dari
kemampuan mempertahankan kesejahteraan
masyarakat pesisir dan kesehatan ekosistem.
Integrasi nilai keadilan dan keberlanjutan
menjadi kunci arah kebijakan kelautan yang etis,
manusiawi, dan berpihak pada generasi
mendatang.

Filsafat Perencanaan dan Tanggung Jawab
Etis dalam Tata Kelola Wilayah Pesisir

Perencanaan wilayah pesisir di Indonesia
memperlihatkan ketegangan antara pendekatan
teknokratis dan nilai moral publik yang
seharusnya menjadi fondasi kebijakan ruang.
Dalam perspektif filsafat perencanaan, tindakan
merancang ruang pesisir merupakan bentuk
artikulasi nilai kemanusiaan terhadap alam,
bukan sekadar operasi teknis (Delvina et al.,
2024). Hutan mangrove terus mengalami
penurunan sebesar 10,21% sejak tahun 1999
hingga tahun 2019, dan pada tahun 2029
diprediksi akan terus mengalami penurunan
luasan jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada
kebijakan pemerintah yang mengatur (Malik et
al., 2023). Kondisi ini mengisyaratkan perlunya
peneguhan kembali dasar moral dalam
perencanaan ruang pesisir.

Tanggung jawab etis dalam tata kelola
pesisir menuntut manusia menyadari batas
tindakannya dan konsekuensinya terhadap
ekosistem laut. Gagasan Hans Jonas bahwa
tanggung jawab adalah prinsip moral utama
dalam menghadapi risiko teknologi dan
eksploitasi alam memperkuat urgensi kehati-
hatian (Wiparlo et al., 2024). Namun, pada
sejumlah proyek reklamasi besar, prinsip kehati-
hatian dilanggar sehingga tingkat kesejahteraan
nelayan menurun dari skor 45,68 menjadi 38,93
setelah reklamasi dilakukan (Querdiola et al.,
2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa
pembangunan pesisir sering bergerak tanpa
kerangka etis yang kuat.

Perencanaan wilayah pesisir idealnya
mengintegrasikan nilai moral, ekologis, dan
sosial ke dalam mekanisme pengambilan
keputusan. Namun model pembangunan yang
berorientasi  pertumbuhan ekonomi kerap
mengakibatkan ~ ketimpangan ruang dan

kerusakan lingkungan (Abdurahman, 2012).
Perspektif  aksiologi  menegaskan  bahwa
pembangunan harus mengandung nilai, bukan
sekadar menghasilkan output fisik. Contoh di
beberapa kawasan wisata NTT memperlihatkan
dorongan  investasi = mengurangi  akses
masyarakat terhadap ruang tangkap dan
menurunkan pendapatan nelayan hingga rata-rata
22%.

Dalam kerangka hukum, tata ruang pesisir
memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang
mendistribusikan hak dan kewajiban secara
moral antar pihak. Ketika hukum gagal
memainkan fungsi nilai tersebut, konflik ruang
dan krisis ekologis menjadi konsekuensi yang
hampir pasti. Pesisir Sulawesi, misalnya,
mencatat peningkatan konflik hingga 30%
selama lima tahun terakhir akibat tumpang tindih
izin antara industri dan komunitas lokal. Hal ini
menunjukkan perencanaan bukan hanya teknis,
melainkan arena pertarungan nilai dalam
kebijakan publik.

Pendekatan filosofis dalam perencanaan
menegaskan bahwa laut adalah ruang eksistensial
tempat manusia menemukan makna melalui
kerja, budaya, serta spiritualitas. Karena itu
kebijakan pesisir seharusnya berangkat dari
pengakuan akan martabat kehidupan masyarakat
pesisir, bukan semata orientasi ekonomi.
Resistensi komunitas adat Papua terhadap
proyek  ekstraktif ~menunjukkan  kuatnya
hubungan eksistensial antara manusia dan laut.
Jika dimensi eksistensial ini diabaikan, kebijakan
kehilangan legitimasi moralnya.

Refleksi terhadap praktik pembangunan
pesisir menunjukkan absennya etika tanggung
jawab dalam banyak kebijakan. Program
reklamasi  yang dipaksakan atas nama
kepentingan  publik  kerap  menimbulkan
kerusakan ekologis dan meminggirkan nelayan
tradisional. Dampaknya terlihat pada penurunan
hasil tangkapan di Teluk Jakarta dari 40 kg/hari
menjadi  10-15 kg/hari dalam dua dekade
terakhir. Fenomena ini menandakan keberhasilan
teknokratis tidak identik dengan keberhasilan
moral. Tanggung jawab etis juga mensyaratkan
kesadaran intergenerasional, yakni komitmen
menjaga keberlanjutan laut bagi masa depan.
Teori keadilan ekologis menekankan distribusi
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hak atas lingkungan hidup yang sehat bukan
hanya bagi manusia masa kini, tetapi juga
generasi mendatang dan spesies lain. Tingkat
kerusakan terumbu karang yang mencapai 33%
di beberapa WPP menunjukkan ancaman serius
terhadap keberlanjutan ini. Dengan demikian,
perencanaan harus mengedepankan horizon
moral jangka panjang.

Perencanaan pesisir berkaitan erat dengan
etika ruang, yaitu prinsip moral yang mengatur
bagaimana ruang harus ditata secara adil dan
berkelanjutan. Etika ruang menolak dominasi
ekonomi atas ekologi dan  menuntut
keseimbangan antara konservasi dan produksi.
Namun kebijakan zonasi di beberapa provinsi
menciptakan ketidakseimbangan moral-
ekologis. Akibatnya, banyak ruang pesisir yang
tumpang tindih antara zona konservasi, zona
perikanan, zona pariwisata, dan zona industri
(Widjaja, 2025). Kondisi ini memperlihatkan
bahwa etika ruang sering tak hadir dalam
penyusunan kebijakan.

Nilai partisipasi menjadi pilar penting
dalam tata kelola pesisir karena mencerminkan
penghormatan terhadap martabat manusia
sebagai subjek moral. Dalam perspektif
aksiologi, masyarakat pesisir harus terlibat
sebagai mitra penentu arah ruang hidup, bukan
sekadar penerima kebijakan. Sayangnya, survei
KLHK 2022 menunjukkan hanya 27%
masyarakat pesisir merasa dilibatkan dalam
penyusunan zonasi. Minimnya partisipasi ini
melemahkan legitimasi moral perencanaan.

Dimensi aksiologis dalam tata kelola
pesisir juga bergantung pada kemampuan hukum
mencerminkan nilai kebaikan publik. Hukum
yang disusun tanpa kesadaran nilai hanya akan
sah secara formal tetapi kosong secara moral.
Contohnya, izin tambak udang intensif di
Lampung yang legal secara administratif, tetapi
menyebabkan penurunan kualitas air laut hingga
40% menurut BBPBAP 2022. Hal ini
memperlihatkan jurang antara legalitas dan
moralitas dalam kebijakan pesisir.

Benturan antara hukum positif dan nilai
moral lokal sering menimbulkan
ketidakharmonisan dalam implementasi
kebijakan. Kearifan lokal seperti sasi di Maluku
atau panglima laot di Aceh merupakan living law
yang memuat nilai moral-ekologis komunitas

pesisir. Integrasi nilai lokal ke dalam kebijakan
nasional penting untuk menciptakan hukum yang
berakar dan adaptif. Penerapan sasi bahkan
terbukti meningkatkan biomassa ikan selama
periode penutupan area (Kopong et al., 2025).

Tanggung jawab ekologis dalam tata kelola
pesisir memiliki dimensi spiritual yang melekat
dalam cara komunitas pesisir memaknai laut.
Banyak masyarakat pesisir memandang laut
sebagai entitas sakral yang harus dihormati
sebagai partner eksistensial, bukan objek
eksploitasi. Kesadaran spiritual semacam ini
menjadi dasar penolakan masyarakat Biak
terhadap ekspansi industri perikanan yang
mengancam  ruang  keramat laut. Ini
menunjukkan bahwa dimensi spiritual tidak
dapat dipisahkan dari etika lingkungan.

Perspektif aksiologis juga menuntut
reformulasi indikator keberhasilan pembangunan
pesisir. Keberhasilan tidak boleh semata diukur
melalui kontribusi sektor kelautan terhadap PDB,
tetapi melalui keseimbangan ekologi, partisipasi
masyarakat, serta keberlanjutan moral kebijakan.
Realitas di  sejumlah  provinsi  pesisir
menunjukkan indeks kesejahteraan nelayan turun
12—-18% meski PDB kelautan meningkat. Hal ini
membuktikan kegagalan indikator ekonomi
dalam menangkap nilai moral pembangunan.

Kajian ini menegaskan bahwa tata kelola
pesisir yang berorientasi nilai dapat memperkuat
legitimasi sosial kebijakan publik. Ketika
kebijakan mencerminkan prinsip keadilan dan
tanggung jawab, masyarakat menunjukkan
tingkat kepatuhan dan partisipasi yang lebih
tinggi. Keberhasilan  konservasi  berbasis
masyarakat di Wakatobi yang menurunkan
destructive fishing hingga 40% dalam tiga tahun
menjadi bukti empiris kuat. Dengan demikian,
nilai bukan hanya ideal normatif, tetapi juga
strategi kebijakan.

Filsafat tanggung jawab mengingatkan
bahwa setiap tindakan pembangunan memuat
konsekuensi moral yang harus diperhitungkan.
Pembangunan yang merusak ekosistem berarti
menyangkal nilai dasar kehidupan dan
kemanusiaan. Rusaknya lebih dari 17% padang
lamun akibat aktivitas industri yang tidak
berlandaskan etika menunjukkan kegagalan
moral tersebut. Karena itu, etika kebijakan publik
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harus menjadi pengendali atas rasionalitas
ekonomi yang berlebihan.

Urgensi penerapan aksiologi semakin
nyata di tengah krisis ekologis global yang
menekan wilayah pesisir Indonesia. Bencana
banjir (Ledoh et al., 2019), penurunan ekosistem
pesisir penting (mangrove, lamun dan terumbu
karang) (Mugu et al., 2023), serta perubahan
garis pantai (Darmiati et al., 2020) menunjukan
kegagalan moral dalam tata kelola laut. Dengan
menempatkan  nilai  moral sebagai inti
perencanaan, kebijakan dapat menjadi sarana
rekonsiliasi antara manusia dan alam. Orientasi
nilai ini merupakan prasyarat keberlanjutan
jangka panjang.

Secara praktis, penerapan nilai aksiologis
menuntut perubahan paradigma kebijakan dari
model fop-down menuju bottom-up. Dalam
pendekatan ini, masyarakat lokal diposisikan
sebagai  mitra  reflektif negara dalam
merumuskan kebijakan pesisir. Kolaborasi
semacam ini terbukti meningkatkan efektivitas
pengawasan laut hingga 60% di Desa Kaledupa.
Mekanisme kolaboratif ini memperlihatkan
bahwa nilai moral dapat meningkatkan
efektivitas kebijakan.

Akhirnya, perencanaan berbasis aksiologi
hukum  merupakan  manifestasi  konkret
pembangunan pesisir yang beretika. Pendekatan
ini menyatukan rasionalitas hukum, efektivitas
kebijakan publik, dan nilai moral dalam satu
kerangka yang harmonis. Dengan itu, tata kelola
pesisir Indonesia dapat bergerak menuju
pembangunan yang bukan hanya produktif,
tetapi juga adil, lestari, dan bermartabat.
Pendekatan ini menjadi dasar perbaikan tata
kelola laut yang berjangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa persoalan
mendasar dalam tata kelola wilayah pesisir
Indonesia berakar pada krisis nilai dalam hukum
dan kebijakan kelautan. Dominasi orientasi
ekonomi membuat prinsip tanggung jawab moral
dan keadilan ekologis kurang mendapat
perhatian. Dalam kerangka aksiologi, hukum
seharusnya mengarahkan kebijakan agar selaras
dengan kebaikan bersama dan keberlanjutan

ekosistem laut. Karena itu, nilai-nilai seperti
keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan
perlu ditempatkan sebagai dasar etis dalam setiap
proses perumusan kebijakan.

Diperlukan pergeseran paradigma dari
pendekatan antroposentris menuju pemahaman
yang lebih ekosentris, dengan menempatkan
sumberdaya pesisir sebagai warisan antar
generasi yang harus dijaga secara moral. Tata
kelola yang partisipatif, transparan, dan berbasis
nilai ekologis akan mendorong kebijakan
kelautan yang tidak hanya efektif, tetapi juga
bermartabat. Untuk memperkuat temuan ini,
penelitian lanjutan perlu menghadirkan data
empiris mengenai kondisi ekosistem pesisir,
studi kuantitatif terkait dampak kebijakan
terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, serta
contoh kasus yang relevan sebagai pembanding
untuk memperkaya analisis aksiologis dan
praktis dalam pengelolaan wilayah pesisir.
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